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ABSTRAK 
MUHAMMAD FAZLI (2020): DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM 
BAGI PELAKU ZINA GHAIRU MUHSAN 
DI DESA MERANGIN KECAMATAN 
KUOK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan sanksi hukum bagi pelaku 
zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Penyebab terjadinya 
perubahan ini karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Ayat (1) yaitu  setiap orang 
berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, 
tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak 
perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan  di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok, Bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan sanksi 
hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa Merangin kecamatan Kuok, dan 
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perubahan sanksi hukum bagi 
pelaku zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan kuok. 
 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di 
Desa Merangin Kecamatan kuok. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian 
ini adalah 1.517 orang masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok. Jumlah 
sampel yang diambil yaitu 28 orang yang terdiri dari 5 orang ninik mamak, 1 
orang kepala desa, 1 orang mantan kepala desa, 1 orang tokoh agama dan 20 
orang masyarakat dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina 
ghairu muhsan di Desa Merangin kecamatan Kuok banyak menimbulkan dampak 
negatif seperti pergaulan bebas remaja dengan lawan jenis, selalu terjadinya zina 
ghairu muhsan, maraknya hidup berpacaran bagi pelajar SMP dan SMA dan 
orang tua atau ninik mamak yang sudah tidak dihargai oleh kaum remaja.  
Respon masyarakat yang lebih banyak menyetujui beratnya sanksi hukum 
sebelum terjadinya perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan di 
bandingkan dengan ringannya sanksi hukum setelah terjadinya perubahan sanksi 
hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok.  
Perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa 
Merangin Kecamatan Kuok merupakan ‘urf fasid yaitu ‘urf  yang tidak sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan syara’ (al-Qur’an dan hadis), dan juga termasuk 
hukum yang tidak bisa dirubah yaitu hukum al-thabat (tetap)  hukum yang tidak 
boleh mengalami perubahan.  
Kata kunci : Perubahan, sanksi hukum, zina ghairu muhsan 
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Menurut kodratnya, penciptaan manusia dilengkapi dengan akal 
pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi di antaranya untuk menyalurkan 
kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak melanggar batas yang telah di 
tentukan. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan 
dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut memalui jalan 
yang di ridhoi-Nya, yaitu melalui jalan yang sah dengan ikatan pernikahan.  
Melaksanakan  syariat Islam merupakan keharusan bagi setiap manusia 
yang mengakui dirinya seorang muslim. Syariat Islam telah mengatur seluruh 
bagian kehidupan manusia, termasuk juga masalah sanksi bagi orang-orang 
yang melakukan kesalahan-kesalahan, salah satunya yaitu tentang sanksi 
hukum bagi pelaku zina. 
Hukum zina adalah haram, termasuk perbuatan dosa besar dan keji 
serta mengakibatkan adanya hadd.
 1
 Hal ini berdasarkan firman Allah: Q.S Al-
Isra’ (17): 32 
                         
Artinya : Janganlah kalian mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan 
yang keji, dan suatu jalan yang buruk. 
                                                             
1
 Wahbah  Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I ( Jakarta Timur : Almahira, 2010), h. 263. 
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Maksudnya adalah bahwa Allah tidak hanya melarang zina tetapi juga 
mendekatinya yaitu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Jadi, apa 
saja perbuatan dan tindakan yang dapat mengarahkan kepada zina tidak boleh 
dilakukan, seperti berduaan dengan lawan jenis pada tempat yang sepi dan 
perbuatan yang serupa dengannya, yang membuat orang terjebak melakukan 
perbuatan terkutuk itu. 
Islam menentukan hukuman zina dengan hukuman yang sangat keras. 
Meskipun hukuman ini tampak keras, tetapi sebenarnya dampak kejahatan 
yang merupakan buah perzinaan adalah lebih berbahaya bagi masyarakat dari 
pada kerasnya hukuman itu. Islam membandingkan antara bahaya nyata yang 
akan menimpa masyarakat. Lalu ia memutuskan untuk menindak hal mana 
yang lebih ringan lebih berbahaya. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa 
bahaya akibat kerasnya hukuman zina tidak sebanding dengan bahaya yang 
akan terjadi ditengah-tengah masyarakat, seperti merebaknya perzinaan itu 
sendiri dan kemungkaran, serta meluasnya kekejian dan kemungkaran.
 
 
Apabila penegakan hukuman zina dapat menyakiti pelakunya, 
sebenarnya penegakan itu bermaksud untuk  menjaga jiwa, harga diri, dan 
melindungi sebuah keluarga  yang merupakan pondasi utama dalam 
membangun sebuah masyarakat. Apabila tatanan suatu keluarga itu baik, maka 
baiklah tatanan suatu masyarakat. Sebaliknya jika  tatanan suatu keluarga itu 
rusak, maka tatanan masyarakatpun juga akan rusak.
2
 
                                                             
2
Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 3, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), h. 
160. 
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Al-Qur’an tidak hanya melarang berzina, tetapi ia juga menitik 
beratkan kepada para penguasa agar memberikan hukuman yang sangat berat 
kepada pelakunya, yaitu mencambuk setiap pelakunya seratus kali.
3
 
Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhshan  dan zina ghairu 
muhshan. Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus 
suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam 
status pernikahan atau orang yang pernah menikah secara sah. Sedangkan zina 
ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang masih berstatus 
perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak 
sedang berada dalam ikatan pernikahan.
4
 
Hukuman ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW: 
 ُسَر َلَاق : َلَاق ِتِم ا َّصلا ِنْب َةََدابُع ْنَع اْوُذُخ ينَِّع اْوُذُخ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا َّىلَص ِهَّللا ُلْو
 ِبييَّ ثلاِاب ُبييًّ ثلاَو ٍةَنَس ُيْف َنَو ٍةَءاِم ُدْلَج ِرْكِبْلاِاب ُرْكِبْلا ًلاِْيبَس َُّنَلَ ُهَّللا َلَعَج ْدَق ينَِّع 
              َِةَراجِلحاِاب ٌيْمَرَو ٍةَء اِم ُدْلَج 
Artinya :“ Dari Ubadah bin Shamit RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda 
“Ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi 
mereka jalan keluar, pezina pejaka dengan gadis dicambuk seratus 
kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan pezina duda 
dengan janda dicambuk seratus kali dan rajam.” (HR. Muslim dan 
Abu Dawud).
5
 
 
Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa sanksi hukum bagi pelaku 
zina gadis dan perjaka adalah dicambuk seratus kali dan di buang selama satu 
tahun. 
                                                             
3
  Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat  Ahkam, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 301. 
4
 M Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 20. 
5
 Ibid, h. 33. 
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Sehubungan dengan ini, tepatnya di Desa Merangin Kecamatan Kuok,  
terakhir pada tahun 1970an sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan 
adalah diarak-arak keliling kampung, hal ini bertujuan agar masyarakat tahu 
bahwa itu pelaku zina ghairu muhsan, dan pelaku zina itupun menjadi malu 
atas perbuatan terkutuk yang telah dilakukannya itu, bahkan pelaku zina yang 
laki-laki dikenakan dengan sanksi denda yaitu sebesar satu ekor kambing 
sebagai permintaan maaf dari perbuatan yang dilakukannya, baik pezina laki-
laki maupun perempuan dikenakan juga dengan sanksi potong rambut sampai 
botak, kemudian barulah kedua pelaku zina ghairu muhsan itu diusir dari 
kampung selama satu tahun lamanya. 
Namun sekarang terjadi perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina 
ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Yaitu bukan diarak-arak 
lagi tetapi dimusyawarahkan didalam suatu ruangan yang disitu terdapat 
didalamnya Ninik Mamak, orang tua pelaku zina, pelaku zina dan beberapa 
orang masyarakat. Bentuk sanksinya adalah pelaku zina laki-laki tetap 
dikenakan dengan sanksi denda sebesar satu ekor kambing, tetapi pelaku zina 
perempuan maupun laki-laki sudah tidak dibotakkan lagi rambutnya, 
kemudian pelaku zina ghairu muhsan tersebut dinikahkan saja karena adanya 
hukum Positif  yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: 
setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau 
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 
5 
 
kemanusiaannya. sehingga sanksi hukum yang terdahulunya itu sudah tidak 
dapat untuk dilaksanakan lagi.
6
 
Melihat kondisi sekarang maka perubahan sanksi hukum bagi pelaku 
zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok bisa dikaitkan 
dengan kaidah fikih yaitu.  
  ت ُرَّي  غدِئا  ى  علاو ِتا يَّنلا  و ِلا  ىْح لأا  و ِة نِكْمِلأا  و ِة نِمْز لأا ِرُّي  غ ت ِبْس  ِحب ا ُهف  ِلَتْخا  و ي  ىْت فلا 
Artinya: “fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, 
tempat keadaan, niat dan adat kebiasaan”7 
Hukum positif sangat berpengaruh kepada hukum adat dalam 
menetapkan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok. Hal ini dikarenakan hukum positif dan hukum adat 
Limokoto saling bertolak belakang.  
Adapun dampak yang telah terjadi akibat perubahan sanksi hukum 
bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok yaitu: 
1. Anak remaja di Desa Merangin Kecamatan Kuok sudah tidak mempunyai 
batasan lagi dalam bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, 
seperti anak SMP, SMA yang sudah tidak mempunyai rasa malu untuk 
berdua-duaan dengan lawan jenisnya baik ditempat yang sepi maupun 
ditempat yang ramai. Bahkan sudah  mulai membawa pacarnya kerumah 
untuk berdua-duaan. 
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 Yurnalis (Datuk Besar), Wawancara, Tanggal 04 Oktober 2019, Pukul 14:40 Wib. 
7
 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, ( Jakarta : Kencana, 2007), h. 14. 
6 
 
2. Selalu terjadinya kasus zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan 
Kuok, bahkan selalu terjadi pada 3 tahun belakangan ini, yaitu tahun 2017-
2019, dan ini dikarenakan adanya perubahan sanksi hukum bagi pelaku 
ghairu muhsan tersebut. 
Berikut beberapa contoh kasus permasalahan pelaku zina ghairu 
muhsan yang terjadi di Desa Merangin Kecamatan Kuok: 
1. Pasangan pelaku zina ghairu muhsan atas nama AA 20 tahun dan EY  17 
tahun dinikahkan pada tanggal 12 Febuari 2017 di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kuok. 
2. Pasangan pelaku zina ghairu muhsan atas nama RP 18 tahun dan FA 18 
tahun dinikahkan pada tanggal 30 januari 2018 di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kuok. 
3. Pasangan pelaku zina ghairu muhsan atas nama AR 31 tahun dan VY 22 
tahun dinikahkan pada tanggal 19 April 2019 di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kuok. 
4. Pasangan pelaku zia ghairu muhsan atas nama AR 31 tahun dan VY 22 
tahun dinikahkan pada tanggal 19 April 2019 di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kuok.
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  Dari 4 kasus zina ghairu muhsan diatas, sebelum mereka dinikahkan 
di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kuok terlebih dahulu mereka 
diproses di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Yaitu dikumpulkan didalam suatu 
ruangan yang disitu terdapat ninik mamak dari suku pelaku zina, orang tua pelaku 
                                                             
8
 Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok.  
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zina, dan pelaku zina ghairu muhsan serta beberapa orang masyarakat. Tujuannya 
adalah untuk memberikan sanksi denda 1 ekor kambing bagi pelaku zina ghairu 
muhsan laki-laki dan  mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian pasangan 
pelaku zina ghairu muhsan  tersebut tidak lansung dinikahkan tetapi terlebih 
dahulu mereka mengurus syarat-syarat dalam pencatatan nikah seperti biasanya. 
Apabila persyaratannya sudah lengkap, maka barulah mereka dinikahkan. 
Dalam permasalahan di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan 
sebuah penelitian skripsi dengan judul “Dampak Perubahan Sanksi Hukum 
Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok 
Menurut Perspektif Hukum Islam”.  
 
B. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan 
diatas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi 
masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang 
diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu dampak setelah 
perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan pasca Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak untuk bebas 
dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Yang sekarang hanya 
dimusyawarahkan didalam suatu ruangan dan denda satu ekor kambing bagi 
ghairu muhsan laki-laki lalu dinikahkan terhadap pergaulan bebas remaja di 
Desa Merangin Kecamatan Kuok.  
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C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina Ghairu 
Muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok? 
2. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Sanksi Hukum Bagi 
Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok? 
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Sanksi Hukum 
Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok? 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk Mengetahui Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku 
Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok 
b. Untuk Mengetahui Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Sanksi 
Hukum Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok. 
c. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan 
Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar 
Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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b. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang 
Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di 
Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam 
c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat bahwa adanya 
dampak yang terjadi setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina 
ghairu muhsan. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu 
di Desa Merangin Kecamatan Kuok, kemudian didapati dari penelitian ini 
dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian 
ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang 
diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Desa Merangin Kecamatan Kuok. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah adalah ninik Mamak, kepala Desa, 
mantan kepala Desa, Tokoh Agama dan masyarakat. Sedangkan objek 
penelitiannya adalah “Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku 
Zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut 
Perspektif Hukum Islam. 
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4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 
oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya9 Adapun 
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa 
Merangin Kecamatan Kuok yang berjumlah 1.517 orang, dikarenakan 
keterbatasan waktu dan biaya maka penulis hanya mengambil sampel 
sebanyak 28 orang yaitu terdiri dari 5 orang ninik mamak, 1 orang kepala 
desa, 1 orang mantan kepala desa, 1 orang tokoh agama dan 20 orang 
masyarakat dengan purposive sampling. . 
5. Sumber Data 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk 
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.10 Sumber 
data primer adalah orang-orang yang berfungsi dalam dampak 
perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa 
Merangin Kecamatan Kuok. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-
buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan 
                                                             
9
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 
2013), h. 215.  
10
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h. 
106.  
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perundang-undangan.11Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah 
kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan 
dengan masalah dalam penelitian ini. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 
diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata 
serta oleh panca indera lainnya. 12 Dalam hal ini peneliti melakukan 
pengamatan langsung ke Desa Merangin Kecamatan Kuok  untuk 
mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang 
diteliti. 
b. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi 
dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada 
kesempatan lain. 13  Dalam hal ini yang menjadi responden adalah 
masyarakat yang terpengaruh dalam dampak perubahan sanksi hukum 
bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok. 
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Ibid, h. 107.  
12
  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 
115.  
13
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.  
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c. Kuesioner/Angket, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 
dengan harapan memberikan respons atas pertanyaan tersebut.14 
d. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang 
ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.15 
e. Dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 
yang terdokumentasi.16 
7. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara 
deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis 
kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis 
sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas 
kesimpulan akhirnya. 
8. Metode Penelitian 
a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas 
berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 
b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus. 
                                                             
14
Ibid, h. 139.  
15
  Emzir, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 
2010), h. 14. 
16
  Juliansyah Noor, Op. Cit, h. 141. 
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c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik 
kesimpulan yang bersifat umum. 
F. Sistematika Penulisan 
Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami 
tulisan ini, penulisan ini dibagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang 
menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti 
mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB II :  Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Letak Geografis 
dan Demografis, Visi dan Misi Desa Merangin Kecamatan kuok, 
Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian, Tingkat Pendidikan 
serta Agama dan Budaya Masyarakat. 
BAB III : Tinjauan Teoritis tentang, Zina, bab ini membahas tentang. Zina 
yaitu Pengertian Zina, Dasar Hukum Pelarangan Zina, Macam-
macam Zina, Sanksi Hukum Zina, Syarat Penjatuhan Sanksi Zina, 
Pembuktian Zina, Waktu Pelaksanaan Sanksi  Zina, Dampak 
Perbuatan Zina, ‘Urf  dan Perubahan Hukum Islam. 
BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang Dampak Perubahan 
Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin 
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Kecamatan Kuok, Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Sanksi 
Hukum Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan 
Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok. 
BAB V : Kesimpulan dan Saran, bab ini membahas kesimpulan dan saran 
yang mungkin bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat 
Kecamatan Kuok. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Letak Geografis dan Demografis 
1. Sejarah Singkat Desa Merangin Kecamatan Kuok 
Desa Merangin adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten 
Kampar yang dulunya termasuk kedalam Kecamatan Bangkinang Barat, 
desa Merangin adalah dari pemekaran desa Kuok atau Kenegarian Kuok 
dengan sebutan desa Muda Merangin pada Tahun 1975 yang diprakarsai 
oleh Almarhum Abas Arief. Desa Muda Merangin mencakup wilayah 
yang sangat luas yakni Rantau Berangin sebagai Ibu Kota 
Pemerintahannya yang meliputi wilayah Pulau Terap, Lereng, Silam, 
Malapari dan Batu Langkah Kecil. Pada tahun 1982, desa Muda Merangin 
resmi di definitifkan menjadi desa dengan sebutan desa Merangin Pada 
Tahun 1994, Desa Merangin dimekarkan menjadi desa Persiapan Silam 
dengan wilayah Silam, Malapari, dan Batu Langkah Kecil.  
Berdasarkan peraturan Bupati Kampar Nomor 36 tahun 2007 
Tentang Pembentukan dan Pengesahan Pemekaran Desa Persiapan Pulau 
Terap dan desa Persiapan Lereng Kecamatan Bangkinang Barat, pada 
tanggal 30 Januari 2008 desa Merangin kembali dimekarkan yakni desa 
Persiapan Lereng dan desa Persiapan Pulau Terap, dan desa Merangin 
sekarang sebagai Desa Induk memiliki 3 (tiga) dusun, yakni dusun Rantau 
Berangin, dusun Sungai Mangin, dan dusun lan. Namun pada november 
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2012 terjadi pemekaran kecamatan yang mana desa Merangin ini sekarang 
termasuk ke dalam Kecamatan Kuok..  
Desa Merangin mulai terbentuk pada pada tahun 1982, yang pada 
saat itu jumlah penduduk 1201 jiwa yang dipimpin oleh seorang kepala 
desa yang bernama Abas Arief kemudian digantikan oleh M.Nasir BA. 
Saat itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan selanjutnya 
setelah masa Pemerintahan Drs. Zulfahrizal selama 6 Tahun. Desa 
Merangin memilih pemimpin baru pada Tahun 2005, setelah di lakukan 
pemungutan suara terpilih bapak Muhammad Kamil sebagi kepala Desa 
Merangin sampai Tahun 2018. Pada Tahun 2017 di adakan pemilihan 
kepala Desa serentak se-Kabupaten Kampar dan di menangkan oleh Bapak 
Yanfernizal untuk Periode 2018 – 2024. 
Mengenai penduduk desa Merangin 85 % masih homogen dan 
pertumbuhannya tidaklah terlalu signifikan karena menurut data terakhir 
pada tahun 2018 berjumlah 1.517 Jiwa. 
2. Letak dan Batas Wilayah 
Desa Merangin terletak di jalan Lintas Sumatera Barat-Pekanbaru  
dan jalan Lintas Rokan Hulu yang bisa menghubungkan ke Sumatera 
Utara. Di desa Merangin terbentang sungai Kampar yang memiliki potensi 
dan sumber daya alam yang beraneka ragam. Desa Merangin juga 
dibentangi bukit-bukitan yang disebut Bukit Barisan dan Sebuah genangan 
Danau PLTA Koto Panjang yang sangat potensial sebagai usaha budidaya 
kerambah jaring apung di genangan PLTA Koto Panjang. 
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Desa Merangin setelah dimekarkan memiliki wilayah yang sangat 
kecil dan terdiri dari 3 (tiga) dusun memiliki luas 3.841 Ha. Topografinya 
bergelombang dan dataran rendah dengan kemiringan rata-rata 5-7% 
dengan arti Desa Merangin berada disepanjang Bukit Barisan. 
Adapun batas wilayah Desa Merangin sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pulau Terap 
b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pulau Terap 
c. Sebelah Selatan berbatas dengan Pulau Gadang 
d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Silam 
3. Luas Wilayah  
a. Pemukiman  : 346,75 Ha 
b. Pertanian/ perkebunan : 70 Ha 
c. Kebun kas Desa : 1 Ha 
d. Perkantoran : 1 Ha 
e. Sekolah : 1,2 Ha 
f. Jalan : 7 Ha 
g. Lapangan : 1,2 Ha 
Jarak Desa Merangin dengan ibu kota Kecamatan Kuok yaitu 
sejauh 5 km dengan jarak tempuh 5 menit, dan jarak desa Merangin 
dengan Ibu Kota Kabupaten Kampar yaitu sejauh 20 km dengan jarak 
tempuh 20 menit. 
4. Geologi dan Tanah 
Desa Merangin memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 40-
55 M, secara geografis tanah di desa Merangin cocok dengan tanaman 
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keras seperti: karet, sawit, dan tanaman holtikultura. Dengan demikian 
jenis tanahnya podsolit merah kuning dengan PH tanah antara 5,3-5,9. 
5. Iklim atau Curah Hujan 
Iklim di Desa Merangin rata-rata 36-37
0
C, termasuk dalam wilayah 
lahan kering yang beriklim basah, rata-rata bulan basah antara 4 (empat) 
bulan dalam setiap tahun dan bulan kering rata-rata 8 (delapan) bulan 
setiap tahunnya. 
B. Visi dan Misi Desa Merangin Kecamatan Kuok 
1. Visi Desa Merangin kecamtan Kuok 
Visi pembangunan Merangin tahun 2018-2024 yakni: “Merangin 
Sejahtera Tahun 2024” 
2. Misi Desa Merangin Kecamatan Kuok 
Pembangunan jangka menengah desa Merangin tahun 2018-2024 
sebagai berikut. 
a. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan 
kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan 
memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, managemen 
penbamgunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara 
merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yang luhur. 
b. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyrakat, maksudnya adalah 
dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut 
kontribusi, memberi ras aman. 
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c. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan 
masyrakat majemu kebersamaan dapat mambangun kebutuhan 
d. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah 
kondisikan pendapatan yang mendasar, di dukung usaha sesuai profesi 
dan kemampuan. 
e. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan 
pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana 
kemasyrakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis 
sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan 
konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran 
nasionalisme. 
 
C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian 
1. Kependudukan 
Penduduk yang ada di Desa Merangin Kecamatan Kuok pada 
Tahun 2018 berjumlah 1.517 jiwa dengan 435 kepala Keluarga. 
Tabel II. 1 
Kependudukan di Desa Merangin Kecamatan Kuok 
 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
776 741 1.517 
 Sumber Data: Kantor Desa Merangin,  Tahun 2018 
 
Dari tabel II. 1 diatas terlihat jumlah penduduk Desa Merangin 
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah 1.517 jiwa, laki-laki 
berjumlah 776 jiwa dan perempuan berjumlah 741 jiwa, jadi jumlah laki-
laki lebih besar dari jumlah perempuan.  
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2. Mata Pencaharian 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa 
tingkat perekonomian masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok 
Kabupaten Kampar di bawah standar atau tergolong pada masyarakat yang 
mempunyai ekonomi lemah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai 
petani. Namun demikian masyarakat ada juga yang hidup sebagai pegawai 
negeri sipil, karyawan swasta,  pedagang, tukang dan ada juga sebagai 
pensiunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel II. 2 
             Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Desa Merangin 
  
No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 
1 Petani  140 orang 31,96% 
2 Pedagang  116 orang 26,48% 
3 PNS 10 orang 2,28% 
4 Tukang 7 orang 1,59% 
5 Guru 7 orang 1,59% 
6 Pensiunan 4 orang 0,91% 
7 Swasta 134 orang 30,59% 
8 Buruh  15 orang 3,42% 
9 Sopir  5 orang 1,14% 
Jumlah  438 orang 100% 
 Sumber Data: Kantor Desa Merangin, tahun 2018 
 
D. Tingkat Pendidikan 
Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok yang berjumlah 1.517 
Jiwa sebahagian besar berpendidikan tamat Paud atau TK, SD, SLTP, SLTA 
dan sebahagian kecil Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya Tingkat 
Pendidikan Desa Merangin Kecamatan Kuok dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel II. 3 
Tingkat Pendidikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok 
  
No  Pendidikan  Jumlah  Persentase (%) 
1 Paud / TK 234 orang 14,79% 
2 SD 517 orang 32,68% 
3 SLTP 387 orang 24,46% 
4 SLTA 281 orang 17,76% 
5 S1 / Diploma 35 orang 2,21% 
6 S2 3 orang 0,18% 
7 Putus Sekolah 60 orang 7,92% 
Jumlah  1.517  orang 100% 
Sumber Data: Kantor Desa Merangin, Tahun 2018 
Dilihat dari tabel II. 3 diatas dapat dilihat bahwa di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok bahwa para responden banyak yang menuntut ilmu di SD 
sebanyak  517 orang (32,68%), yang berpendidikan SLTP sebanyak 387 orang 
(24,46%), yang berpendidikan SLTA sebanyak 281 orang (17,76%), yang 
menuntut ilmu di PAUD atau TK sebanyak 213 orang (14,79%), yang putus 
sekolah sebanyak 60 orang (7,92%), yang berpendidikan S1 atau Diploma 
sebanyak 35 orang (2,21%), dan yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang 
(0,18%). 
Di Desa Merangin Kecamatan Kuok hanya terdapat dua lembaga 
Pendidikan, untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini: 
Tabel II. 4 
Lembaga Pendidikan Desa Merangin Kecamatan Kuok 
 
No Lembaga Pendidikan Jumlah 
1 TK 1 
2 SD 1 
3 SLTP _ 
4 SLTA _ 
Jumlah  2 
Sumber Data: Kantor Desa Merangin, Tahun 2018 
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Dari keterangan tabel II. 4 dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan di 
Desa Merangin Kecamatan Kuok yaitu hanya terdapat 2 lembaga pendidikan 
saja. 1 lembaga pendidikan TK yang berada di Dusun Rantau Berangin dan 1 
lembaga pendidikan SD yang berada di Dusun Lan. 
 
E. Agama dan Budaya Masyarakat 
Agama merupakan prinsip kepercayaan kepada tuhan dengan aturan 
syari’at tertentu. 
Masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Mayoritas Beragama 
Islam, tetapi ada juga masyarakat pendatang yang menganut agama Kristen. 
Tetapi di Desa Merangin Kecamatan Kuok tidak terdapat gareja, sebagaimana 
dapat di lihat pada table dibawah ini: 
Tabel II. 5 
Jumlah Agama Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok 
 
No   Jenis Agama Jumlah  Persentase (%) 
1 Islam 1.357 89,46% 
2 Kristen 160 10,55% 
Jumlah 1.517 100% 
      Sumber: Kantor Desa Merangin, Tahun 2018 
  
Dari tabel II. 5 di atas penduduk Desa Merangin yang beragama Islam 
sebanyak 1.357 orang atau 89,45 %, sedangkan yang beragama kristen 
ataupun non muslim 160 orang atau 10,54%. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa penduduk desa Merangin kecamatan Kuok mayoritas 
beragama Islam. 
Tempat peribadatan di Desa Merangin ini tidak banyak sarana dan 
prasarana yang tersedia juga belum cukup memadai bagi pemeluk agama 
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Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa 
Merangin dapat di lihat pada tabel di bawah ini
18
 : 
Tabel II. 6 
Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Merangin  
 
No Sarana Ibadah Jumlah 
1 Mesjid 1 
2 Musholla 2 
3 Gareja - 
Jumlah 3 
 Sumber: Kantor Desa Merangin, Tahun 2018 
Berdasarkkan tabel II. 6 di atas, dapat kita lihat bahwa sarana dan 
prasarana ibadah yang ada di Desa Merangin berjumlah 3 unit, yaitu hanya 
ada 1 unit mesjid yaitu Baiturrahman yang berada di depan kantor kepala Desa 
Merangin dan 2 unit mushalla yang terletak di dusun Rantau Berangin 
sedangkan gereja tidak ada. 
Desa Merangin Kecamatan Kuok memakai Adat Luhak Limokoto 
yaitu tidak ada bedanya dengan Luhak Minangkabau. Adat-istiadat di Desa 
Merangin hampir sama dengan adat-istiadat di lingkungan Minangkabau. Hal 
ini ditunjukkan dengan garis keturunan yang menganut sistem matrilinial, 
yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Sistem perkawinan di Desa 
Merangin pun sangat mirip dengan sistem perkawinan di Minangkabau yaitu 
perkawinan sesama suku sangat dilarang. 
Terdapat empat suku dalam masyarakat adat Limokoto Desa Merangin 
Kecamatan Kuok, adapun golongan suku yang dimaksud adalah: 
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 24 
a. Golongan suku Piliang 
b. Golongan suku Pitopang 
c. Golongan suku Caniago 
d. Golongan suku Kampai 
Masing-masing suku dikepalai oleh Kepala Persukuan yang 
disebut Penghulu atau Ninik Mamak. Merupakan orang yang dituakan, 
dipandang terhormat atau disegani dalam masyarakat. Penghulu 
mempunyai kekuasaan terhadap wilayahnya masing-masing. 
Para pemuka adat dan alim ulama mempunyai peranan yang sangat 
besar dimasyarakat, demikian pula kepala persukuan dan kepala 
pemerintahan. Sedangkan dalam rumah tangga ayah yang mempunyai 
peran utama, setiap anggota keluarga harus taat dan patuh terhadap 
perintah sang ayah. Orang tua mendidik anak dengan  cara melibatannya 
dengan berbagai acara adat sesuai dengan batas-batas tertentu menurut 
adat, dari kecil ditanamkan bahwa anak adalah pewaris, yang akan 
mewarisi tanggung jawab dalam keluarga dan dalam masyarakat. Anak 
laki-laki dilatih untuk menjadi pemimpin yang produktif dan perempuan 
dilatih dengan pengetahuan rumah tangga. 
Dalam adat semuanya telah tersusun dengan baik, seperti halnya 
cara menerima tamu teman sebaya dengan ayah atau nenek, haruslah tamu 
itu dipersilahkan duduk diruang tengah, tidak boleh dipersilahkan duduk 
diteras. Sebaliknya apabila tamu itu anak muda, teman sebaya dari 
anaknya maka tempatnya adalah diteras, walaupun tuan rumah 
mempersilahkan masuk kedalam. Disinilah dinilai sopan santun anak 
 25 
muda tadi dalam bertamu. Sedangkan tamu-tamu wanita, selalu menaiki 
rumah lewat pintu belakang, apalagi kalau rumah tersebut ada anak laki-
lakinya. Dalam rumah lontiok (rumah tradisional) terdapat ruang khusus 
untuk kaum wanita. Secara tidak lansung kebiasaan sehari-hari tersebut 
mengajari bagaimana hidup bersopan santun dan budi pekerti yang halus, 
baik terhadap teman sebaya maupun terhadap yang lebuh tua.
19
 
Meskipun terjadinya pemekaran pada Desa Merangin bukan berarti 
juga terjadi pemekaran pada lembaga adat. Lembaga adat Desa Merangin 
masih sama dengan sebelum terjadinya pemekaran Desa Merangin. 
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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZINA  
 
A. Zina 
1. Pengertian Zina 
Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji.
20
 Zina 
berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata  ٟٔص– ٟٔض٠  yang berarti 
berzina atau berbuat zina.
21
 Zina menurut bahasa dan istilah syara‟ 
mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan 
seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari 
dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.
22
 
Menurut ajaran Islam zina adalah hubungan seksual yang 
dilakukan oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang tidak terkait 
dalam pernikahan yang sah dengan cara masuknya alat kelamin laki-laki 
kedalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (syubhat) untuk 
mencapai kenikmatan tertentu.
23
 Dari segi tata susila perbuatan ini sangat 
kotor (hina) dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sedangkan dari segi 
agama perbuatan ini terhukumi dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam 
memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah 
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kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum 
dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.
24
 
Menurut Islam, berzina adalah suatu kelainan seksual. Asumsi ini 
setidaknya dapat di tinjau dari tiga sisi:
25
 
Pertama, perbuatan zina berarti melanggar aturan yang telah 
digariskan dalam Islam, bertentangan dengan agama, berlawanan dengan 
prinsip-prinsip keimanan. Semua orang yang mengakui Islam sebagai 
agamanya dan orang yang imannya normal, tentu akan menganggap buruk 
perbuatan zina ini. Oleh karena itu berzina adalah perbuatan yang tidak 
normal, dan karenanya merupakan perbuatan yang menyimpang dan 
sebuah kelainan. 
Kedua, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat bertentangan 
dengan nurani manusia. Setiap orang tidak ingin anak perempuannya 
terlibat zina. Suami yang normal akan marah jika istrinya ditiduri orang 
lain. Anak yang sehat secara psikologis akan mengutuk jika ibunya dizinai 
orang. Demikian pula, semua orang akan mengecam ketika saudara 
perempuannya digauli lelaki hidung belang. Ini semua sudah menjadi 
bukti bahwa zina adalah sebuah penyelewengan seksual suatu perbuatan di 
luar kenormalan. 
Ketiga, perbuatan zina adalah pintu awal dari penyelewengan 
seksual yang lebih besar, seperti homoseksual atau lesbian. Orang yang 
telah melakukan zina berpotensi menganggap remeh batas-batas syar‟i 
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yang berkaitan dengan perilaku seksual. Hal ini mungkin disebabkan 
karena matinya hati, atau frustasi karena rasa putus asa sebab merasa 
dirinya kotor.
26
 
Menurut hukum Positif didalam pasal 284 KUHP tidak dengan 
jelas mendefenisikan tentang pengertian zina, tetapi cendorong 
memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal 
perzinaan. Penjelasan pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai 
persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah 
kawin dengan perempuan dan laki-laki yang bukan istrinya atau 
suaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah 
perpaduan antara anggota atau kemaluan laki-laki dan perempuan yang 
bisa dijalankan untuk mendapatkan anak.jadi anggota laki-laki masuk 
kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.
27
 
Masalah perzinaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 284.Adapun bunyi 
pasal tersebut adalah sebagai berikut: 
Pasal 284 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 
1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), 
padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 
1.b. seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal 
diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 
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2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal 
diketahuinya yang turut bersalah telah kawin. 
2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan 
perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah 
telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. 
2) Tidak dilakukan pennuntutan melainkan atas pengaduan suami atau 
istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, 
dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai 
atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. 
3) Terhadap pengakuan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75. 
4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam siding 
pengadilan belum dimulai. 
5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan 
selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum 
putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
 28
 
Sedangkan menurut hukum adat Limokoto yang dipakai di Desa 
Merangin Kecamatan Kuok pengertian  tentang zina adalah persetubuhan 
diluar ikatan perkawinan yang sah dilakukan oleh laki-laki dengan 
perempuan baik menyebabkan kehamilan ataupun tidak. Adat Limokoto 
di Desa Merangin Kecamatan Kuok merupakan adat yang berlandaskan 
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dengan Al-Qur‟an dan Hadis yaitu adat basandi syarak, syarak basandi 
kitabullah.
29
 
2. Dasar Hukum Pelarangan Zina 
Hukum zina adalah haram, termasuk perbuatan dosa besar dan keji 
serta mengakibatkan adanya hadd.
30
 Hal ini berdasarkan firman Allah QS. 
Al-Isra‟ ayat 32: 
                         
Artinya: “Janganlah kalian mendekati zina, zina itu sungguh suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” 
Dan Allah juga berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 68: 
                      
                     
Artinya: “orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan 
sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah 
kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang 
siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat 
hukuman yang berat. 
 
Ayat ini berhubungan dengan pelarangan zina, sedangkan had yang 
harus di jatuhkan berdasarkan firman Allah QS. An-Nur ayat 2: 
                                   
                              
Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, 
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dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada 
Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang 
beriman. 
 
 ِ َّللَّلَ ْٛ ُعَس َّْ َأ َجَش٠َُْش٘ َِٟتأ ْٓ َع  َٛ ُ٘ َٚ  ْٟ َِْٔض٠ َٓ ١ِْح ْٟ ِٔ ا َّضٌا ْٟ َِْٔض٠ َلَ : َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّاللَّ ٍََّٝص
لَ َٚ  َّٓ ِ ْؤ ُِ  َ٠ َٓ ١ِْح َش ّْ َحٌْ ا ُبَشْش  َلَ َٚ  ٌٓ ِ ْؤ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ُبَشَْش٠  َّٓ ِ ْؤ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ُقِشَْغ٠ َٓ ١ِْح ُقِشَْغ٠
 َلَ َٚ  ُْ َُ٘ساَصَْتا َاٙ١ِْف ِٗ ١ٌَِْا ُطإٌَّا َُعفَْش٠ ًَحثْٙ ُٔ ُةِٙ َرْٕ َ٠                                           . َّٓ ِ ْؤ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ 
Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidaklah 
seseorang itu berzina yang mana ketika ia berzina ia dalam 
keadaan beriman, tidaklah peminum khamar itu minum khamar 
ketika minum khamar ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah 
seseorang itu mencuri yang mana ketika ia mencuri itu dalam 
keadaan beriman dan tidaklah seseorang perampas merampas 
harta sementara orang-orang mengangkat pandangan 
kepadanya ketika merampas harta sementara orang-orang 
mengangkat pandangan kepadanya ketika merampas harta itu 
dan dia dalam keadaan beriman(HR. Bukhari).
31
 
 
3. Macam-macam Zina 
Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhsan  dan ghairu 
muhsan.
32
 
a. Zina muhsan  ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda 
atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status 
pernikahan atau pernah menikah secara sah. 
b. Zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya masih berstatus 
perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah 
dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. 
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4. Sanksi Hukum Zina 
Berkenaan dengan sanksi tindak pidana zina ini, antara satu kasus 
dengan kasus lain belum tentu sama hukuman hadd yang harus 
dikenakannya. Semua ini tergantung dengan kondisi objektif pelaku 
jarimah terkutuk tersebut. Ada kalanya zina dilakukan oleh pasangan 
muda-mudi yang keduanya belum pernah melakukan akad  nikah yang 
sah, dan ada pula dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang 
pernah melaksanakan akad nikah yang sah atau di antara mereka masih 
mempunyai pasangan yang resmi dan diakui secara hukum. 
Apabila perzinaan dilakukan oleh mereka yang belum pernah 
menikah secara sah, artinya status mereka masih perjaka atau gadis maka 
tindak pidana ini disebut dengan zina ghairu muhshan. Sedangkan bila 
perzinaan dilakukan oleh mereka yang sudah pernah menikah atau pernah 
melakukan hubungan badan secara halal, baik status mereka masih punya 
pasangan secara halal maupun sudah menduda atau menjanda maka tindak 
pidana yang mereka lakukan disebut dengan zina muhshan. 
a. Hukuman Dera dan Pengasingan 
Pelaku tindak pidana ghairu muhshan, sanksi hukuman 
haddnya berupa dera dan pengasingan, ketentuan dera ini didasarkan 
pada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2: 
                          
                       
           
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
derahlah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali 
dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya 
mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah 
pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan 
dari orang-orang yang beriman” 
 
Adapun hukuman pengasingan ditetapkan dalam beberapa 
hadis Rasulullah, yaitu: 
ََٝٔص ْٓ َّ ١ِف ُش ُِ
َْأ٠ َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ْ١ٍََع ُ َّاللَّ ٍََٝص َّٟ ِثٌَّٕا ًَ َل ِّٟ َُِٕٙجٌْ ا ٍذٌِاَخ ِٓ ْت ِذ٠َْص ْٓ َع  ُْ ٌَ َٚ  ْٓ َصَْح٠
 ٍَ اَع َة٠ِْشَْغذ َٚ  ٍحئ ا ِ  َذٍْ َج
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Artinya: “Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini berkata, aku mendengar 
Rasulullah memerintahkan terhadap orang yang berbuat 
zina ghairu muhsan supaya didera seratus kali dan dihukum 
pengasingan satu tahun. (HR. Al-Bukhari)
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Selain itu, adalah pula hadis yang menerangkan tentang sanksi 
pengasingan sebagai hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan yang 
diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud sebagai berikut: 
 َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّاللَّ ٍََّٝص ِ َّاللَّ ُي ْٛ ُعَس َيَال ِد ِ اَصٌا ِٓ ْت َجَدَاثَع ْٓ َع َِّٕٝع اُٚزُح َِّٕٝع اُٚزُخ
 ًَ َعَج َْذل ٍَحئا ِ  ُذٍْ َج ِةِّ١َّصٌِات ُةِّ١َّصٌا َٚ  ٍَحَٕع ُٟ َْفٔ َٚ  ٍَحئا ِ  ُذٍْ َج ِشْىِثٌِات ُشْىِثٌْ ا ًلا١ِْثَع َّٓ ٌَُٙ ُ َّاللَّ
ُْج َّشٌا َٚ
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Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit berkata Rasulullah bersabda: 
Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah 
menjadikan bagi merekajalan keluar, pezina perjaka dan 
gadis dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu 
tahun, sedang pezina duda dan janda dihukum dera seratus 
kali dan rajam. (HR. Muslim dan Abu Daud)
36
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Dari kedua hadis di atas, dapat diketahui bahwa sanksi pelaku 
hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah berupa dera seratus 
kali dan pengasingan. Dalam masalah hukuman dera, para ulama 
berada dalam satu kesepakatan, tetapi dalah hukuman pengasingan 
para ulama berbeda pendapat, apakah kedua jenis hukuman, dera 
seratus kali dan pengasingan selama satu tahun itu harus digabung dan 
diberlakukan bersama-sama? Persoalan ini dijelaskan oleh Al-jaziri 
dengan uraiannya sebagai berikut:  
1) Menurut Mazhab Maliki 
Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka 
merdeka yang melakukan tindak pidana zina harus dikenai 
hukuman pengasingan, setelah terlebih dahulu dihukum dera 
seratus kali. Pengasingan ini harus dilakukan pada suatu tempat 
yang jauh dari tanah airnya, lebih kurang sama dengan jarak 
masafah al-qashr (jarak perjalanan yang di bolehkan untuk 
menqhasahr shalat) dalam waktu satu tahun. Hal ini dimaksudkan 
sebagai celaan bagi pelaku dan sebagai upaya untuk menjauhkan 
diri dari tempat perzinaan, karena jika pelaku masih ada di 
tempatnya, maka sangat berpotansial sebagai bahan pembicaraan 
dan cercaan, bahkan masyarakat yang sedang di masjid, atau 
berada di perkumpulam-perkumpulan yang lain akan mudah 
mendapatakan dosa akibat gunjingan yang mereka lakukan, karena 
pengasingan seperti ini juga di dukung oleh Al-Jauza‟i. 
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Adapun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana 
zina, sanksi pengasingan tidak berlaku, sebab kalau gadis dihukum 
dengan pengasingan dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai 
fitnah dan mengakibatkan munculnya berbagai pengaruh negatif 
yang lain. Di samping itu, syariat Islam juga melarang wanita 
untuk bepergian sendirian tanpa mahram-nya, maka gadis pezina 
harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak 
ramai, dan ia harus menyepi dari masyarakat luas.
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2) Menurut Mazhab Syafi‟i dan Hanbali 
Kedua mazhab ini berpendapat, bahwa pelaku zina ghairu 
muhsan yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, bagi 
keduanya dapat di berlakukan dua jenis hukuman, yaitu dera 
seratus kali dan pengasingan ke tempat yang jauh sehingga mereka 
dapat merasakan betapa tidak enaknya akibat tindak pidana yang 
mereka lakukan sehingga harus diasingkan jauh dari keluarga dan 
tanah airnya. Hukuman seperti inilah yang pernah diberlakukan 
oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dari sinilah sebagian 
ulama mengatakan bahwa ketentuan seperti ini merupakan ijma‟ 
yang telah ditetapkan. 
Kedua mazhab Syafi‟I dan Hanbali dalam memberlakukan 
hukuman pengasingan ini menganggap sama, baik perjaka maupun 
                                                             
37
 Ibid, h. 40. 
 
36 
 
 
gadis, hanya saja gadis pelaku zina harus disertai mahram yang 
akan menemani dan mengurusi di tempat pengasingan. 
3) Menurut Mazhab Hanafi 
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, dua jenis hukuman 
bagi pelaku zina ghairu muhsan yang berupa dera seratus kali dan 
pengasingan tidak dapat dicampur adukkan, sebab hukuman 
pengasingan sama sekali tidak disebut dalam ayat 2 Surah An-Nur 
di atas, di sana hanya disebutkan hukuman dera seratus kali. Jika 
hukuman pengasingan juga di berlakukan, maka berarti 
mengadakan penambahan terhadap nash. Adapun hukuman 
pengasingan hanya ditetapkan oleh hadis ahad, padahal hadis ahad 
tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum Islam, maka jenis 
hukuman ini tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman had 
bagi pelaku zina ghairu muhsan.
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b. Hukuman Rajam 
Hukuman rajam yang juga disebut dengan stoning death 
pelaksanaannya dilakukan dengan cara melemparitersangka dengan 
batu sampai meninggal dunia. Hukuman ini merupakan sanksi bagi 
pelaku zina muhsan yang terbukti dan telah memenuhi syarat untuk 
dikenai hukuman ini. 
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Berbeda dengan hukuman dera bagi pelaku zina ghairu muhsan 
yang disebutkan dalam al-Quran, hukuman rajam sama sekali tidak 
terdapat ketentuan satu ayat pun dalam al-Quran. Ketentuan hukuman 
rajam ini terdapat dalam beberapa hadis Nabi yang kesahihannya telah 
disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab, diantara hadis 
tentang hukuman rajam ini adalah sebagai berikut. 
 ْٓ ِ  ًلاُجَس َّْ ِا َلََال ا َّ ُ ََّٙٔأ ا َّ ُْٕٙ َع ْ َّاللَّ َٟ ِضَس ِّٟ ََِٕٙجٌْ ا ٍِذٌاَخ ِٓ ْت ِذ٠َْص َٚ  َجَش٠َُْش٘ َِٝتأ ْٓ َع
 َِّلَا َ َّاللَّ َنُذُشْٔ َأ ِ َّاللَّ َي ْٛ ُعَس َا٠ َيَاَمف َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّاللَّ ٍََّٝص ِ َّاللَّ ُي ْٛ ُعَس ََٝذأ ِباَشَْعْلْا
ٌِٟ ُد١ََْضل  َيَاَمف ِ َّاللَّ ِبَارِىِت ِّاللَّ ِبَارِىِت َإَٕ١َْت ِضْلَاف ُْ ََعٔ ُْٕٗ ِ  َُٗمْفَأ َٛ ُ٘ َٚ  ُشَخ٢ْا ُ ْضُخٌْ ا
 ٍََٝع ًاف١ِغَع َْ اَو ِْٟٕتا َّْ ِا َيَال ًْ ُل َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّاللَّ ٍََّٝص ِ َّاللَّ ُي ْٛ ُعَس َيَاَمف ٌِٟ ْ َرْأ َٚ
 ِٗ َِذأَش ِْ ِات َََٝٔضف اََز٘ َئا ِّ ِت ُْٕٗ ِ  ُد٠ََْذَرفَاف َُ ْج َّشٌا ِٕٝ ْتا ٍََٝع َّْ َأ ُخِْشثُْخأ ِِّٟٔا َٚ ٍجاَش ٍح
 َّْ َأ َٚ  ٍَ اَع ُة٠ِْشَْغذ َٚ  ٍَحئا ِ  ُذٍْ َج ِْٟٕتا ٍََٝع َُ ََّٔأ َُِٟٔٚشثَْخَأف ُِ ٍْ ِع ٌْ ا ًَ ْ٘ َأ ُدٌْ أََغف ٍجَذ١ٌِْ َٚ َٚ
 ِ َّاللَّ ُي ُٛعَس َيَاَمف َُ ْج َّشٌا اََز٘ َِجأَش ِْ ا ٍََٝع ِٖ َِذ١ِت ٍٟغَْفٔ ِٞزٌَّا َٚ  َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّاللَّ ٍََّٝص 
 َِهْٕتا ٍََٝع َٚ  ٌّدَس ُ ََٕغٌْ ا َٚ  ُجَذ١ٌِ َٛ ٌْ ا ِ َّاللَّ ِبَارِِىت ا َّ َُىٕ١َْت َّٓ َ١ِضَْلَلْ ٍَ اَع ُة٠ِشَْغذ َٚ  ٍَحئا ِ  ُذٍْ َج
 ُجْسَاف َْدفََشرْعا ْ ِ َاف اََز٘ َِجأَش ِْ ا ٌَِٝا ُظ١ََْٔأ َا٠ ُذْغا َْدفََشرْع َاف َاٙ١ٍََْع اَذََغف َيَال َاٙ ّْ
 ْدَّ ِجَُشف َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّاللَّ ٍََّٝص ِ َّاللَّ ُيُٛعَس َاِٙتَش َِ َ َأف 
Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid keduanya berkata: 
kami bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang yang berdiri 
dan berkata: aku akan bersumpah kepada Allah di hadapan 
engkau kecuali engkau beri putusan kepada kami dengan 
dasar kitab Allah. Kemudian ada orang yang lebih pandai 
membantah berkata: berikan keputusan kepada kami dengan 
dasar kitab Allah dan izinkanlah aku, kemudian menyuruh 
orang tersebut untuk melapor, maka ia berkata: anak laki-
lakiku adalah seorang buruh pada seseorang, ia berzina 
dengan majikan wanitanya, aku akan membalas perbuatan itu 
dengan seratus ekor kambing dan seorang budak, kemudian 
aku tanyakan kepada orang-orang pandai, maka menurut 
mereka bahwa anak laki-laki saya itu harus didera seratus 
kali, dan diasingkan selama satu tahun, serta istri majikan itu 
harus dihukum rajam, maka Rasulullah bersabda: Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan 
putuskan permasalahan kalian, dan anak laki-lakimu harus 
dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, 
dan kamu wahai Unais, telitilah wanita itu, jika ia mengaku, 
maka rajamlah ia, kemudian Unais menelitinya dan ternyata 
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wanita tersebut mengaku, maka wanita itu dirajam. (HR. Al-
Bukhari)
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Dengan redaksi yang berbeda Imam Muslim juga 
meriwayatkan hadis tentang hukuman rajam sebagai berikut. 
 َٓ ْت ِ َّاللََّذْثَع َع ِّ َع ُ ََّٗٔأ ََحثْرُع ِٓ ْت ِ َّاللَّ ِذْثَع ُٓ ْت ِ َّاللَّ ُذ١َْثُع ََِٟٔشثَْخأ َيَال ٍبَاِٙش ِٓ ْتا ْٓ َع
 َِشثْٕ ِ  ٍََٝع ٌظٌِاَج َٛ ُ٘ َٚ  ِباَّطَخٌْ ا ُٓ ْت ُش َّ ُع َيَال ُيَُٛم٠ ٍطاَّثَع ُ َّاللَّ ٍََّٝص ِ َّاللَّ ِيُٛعَس
 َ َّاللَّ َّْ ِا َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْع َبَارِىٌْ ا ِٗ ١ٍََْع َيَضْٔ َا َٚ  ِّكَحٌْ  ِات َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْع َ َّاللَّ ٍََّٝص اًذ َّّ َح ُِ  َسََعت َْذل 
 ِ َّاللَّ ُيُٛعَس َُ َجََشف َاَ٘إٍْ َمَع َٚ  َا٘ َإ١َْع َٚ َٚ  َاَ٘أْأََشل ُِ ْج َّشٌا َُح٠آ ِٗ ١ٍََْع َيِضْٔ ُأ ا َّّ ِ  َْ اََىف
 ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّاللَّ ٍََّٝص َيَُٛم٠ ْ َأ ٌْ ا َِ َص ِطإٌَّاِات َيَاط ْ ِا َٝشْخ ََأف َُٖذَْعت َإ ّْ َجَس َٚ  َُ ًٌ ِئَال
 ِبَارِو ِٝف َُ ْج َّشٌا َّْ ِا َٚ  ُ َّاللَّ َاٌََٙضْٔ َأ ٍحَْض٠َِشف ِنَْشِرت ا ٍَُِّٛض١َف ِ َّاللَّ ِبَارِو ِٝف َُ ْج َّشٌا ُذَِجٔ ا َِ
 ِ  َٓ َصَْحأ اَرِا ََٝٔص ْٓ َِ  ٍََٝع ٌكَح ِ َّاللَّ َْ اَو ْٚ َأ َُح ِّٕ١َثٌْ ا ْد َِ َال اَرِا ِءاَغٌِّٕا َٚ  ِياَج ِّشٌا ْٓ
 ُفاشِرْعِلَا ْٚ َأ ًُ َثَحٌْ ا
40
 
Artinya: “Dari ibnu Syihab berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin 
Utbah memberi kabar kepadaku bahwa ia mendengar 
Abdullah bin Abbas berkata: Umar bin Al-Khaththab yang 
sedang duduk di atas mimbar Rasulullah berkata: 
Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan 
kebenaran, dan Allah juga menurunkan Al-kitab kepadanya, 
dan di antara yang diturunkannya adalah ayat rajam yang 
kami telah membacanya, aku khawatir kalau pada suatu saat 
ada orang yang mengatakan bahwa di dalam kitab Allah 
tidak kami dapatkan ketentuan tentang rajam, maka mereka 
itu telah sesat dengan sebab meninggalkan kewajiban yang 
Allah telah turunkan, sesungguhnya hukuman rajam itu 
adalah sebagai hukuman yang benar menurut kitab Allah, 
yang diberlakukan bagi pezina muhsan bagi laki-laki maupun 
perempuan, ketika sudah terdapat bukti berupa kehamilan 
dan atau pengakuan. (HR. Muslim)
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Atas dasar beberapa hadis yang senada dengan dua hadis di 
atas, jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa sekalipun di 
dalam Alquran tidak disebutkan tentang hukuman rajam, namun 
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hukuman ini tetap diakui eksitensinya. Dalam hal ini Ibnu Rusyd 
mengatakan ada sekelompok kecil orang menolak konsep hukuman 
rajam ini, ia menyebutkan kelompok ini sebagai firqatan min ahl al-
ahwa dimana menurut mereka hukuman bagi pelaku tindak pidana zina 
apa pun jenisnya adalah dera. 
5. Syarat Penjatuhan Sanksi Zina 
Hukuman boleh dijatuhkan kepada orang yang berzina jika dia 
memenuhi syarat-syarat berikut ini: 
a. Berakal Sehat. 
b. Balig. 
c. Merdeka. 
d. Mengetahui bahwa zina diharamkan. 
 Berdasarkan syarat-syarat di atas tadi, anak kecil, orang gila, dan 
orang yang berzina karena dipaksa, tidak berhak untuk mendapatkan 
hukuman. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis berikut ini: 
 ِْ ْٛ ُْٕج ُّ ٌْ ا ِٓ َع َٚ  َُ ٍَِرَْح٠ َّٝرَح ِّٟ ِث َّصٌا ْٓ َع َٚ  ُظِم١َْرْغ٠ َّٝرَح ُِ ِئإٌَّا ِٓ َع ٍزََلاش ْٓ َع ُ ٍََمٌْ ا َعِفَس
 ًَ ِمَْع٠ َّٝرَح 
Artinya: “ada tiga golongan yang amalnya tidak di catat oleh malaikat, 
orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil hingga dia 
dewasa, orang gila sampai dia berakal sembuh.
42
 
 
 Adapun alasan penetapan syarat yang ke empat, sebagaimana telah 
disebutkan di atas, yaitu hendaknya pelaku zina mengetahui bahwa zina 
merupakan perbuatan yang diharamkan. 
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Hadd zina wajib dijatuhkan ketika pelaku perzinaan telah baligh, 
berakal, suka sama suka, serta mengetahui larangan berzina, baik dia 
seorang muslim, kafir dzimmi, atau murtad. Sehingga had zina tidak dapat 
dijatuhkan kepada pelaku yang masih anak-anak, orang gila, orang yang 
dipaksa melakukan zina, dan orang yang tidak mengetahui larangan 
berzina.
43
 
6. Pembuktian Zina 
Zina merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman yang 
serius pula. Oleh karenanya, pembuktian kasus zina harus dapat 
menghasilkan titik terang yang meyakinkan hakim untuk dapat 
dilaksanakannya hadd zina. Apabila hakim ragu-ragu, maka hadd zina 
tidak bisa dilakukan. 
Zina dapat dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam 
pembuktian, yaitu sebagai berikut:
44
 
a. Pengakuan Pelaku 
Pengakuan tersebut dilakukan oleh pelaku zina sebanyak empat 
kali dengan pengakuan yang jelas dan terang, dan ia tidak menarik 
kembali pengakuannya sampai dilaksanakan hadd kepadanya. Jika ia 
menarik pengakuannya atau melarikan diri, sementara tidak ada cara 
lain untuk membuktikannya, maka ia dibiarkan, tidak jadi dijatuhi 
hukuman hadd. 
b. Kesaksian Empat Orang Saksi Laki-laki yang Adil 
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Jumlah empat orang merupakan suatu ketentuan yang bersifat 
mutlak. Hakim tidak bisa memberikan hadd zina manakala hanya 
berdasarkan kesaksian  tiga orang saja. Akan tetapi, hakim dapat 
menjatuhi sanksi hadd zina jika pelaku mengakui, meskipun saksi 
hanya satu atau dua orang saja. Hadd zina jika pelaku mengakui, 
meskipun saksi hanya satu atau dua orang saja. Hadd tersebut 
ditetapkan bukan karena saksi, melainkan karena pengakuan pelaku. 
Jika pelaku tidak mengakuinya, maka hakim hanya bisa memberikan 
hadd zina berdasarkan kesaksian yang tidak kurang dari empat orang 
laki-laki yang adil. 
c. Hamil 
Seorang wanita bisa dijatuhi hukuman hadd zina manakala 
terlihat kehamilan di perutnya, sedangkan ia belum atau tidak sedang 
berada dalam ikatan pernikahan, dan ia tidak bisa mendatangkan bukti 
yang bisa menghapus hadd darinya. Apabila wanita tersebut mampu 
menghadirkan alasan yang dapat menghapus hadd zina, maka hadd 
tidak akan dijatuhkan kepadanya. Alasan-alasan tersebut bisa berupa ia 
hamil karena diperkosa, atau dipaksa dengan ancaman, atau ia digauli 
karena salah sasaran, atau ia tidak mengetahui keharaman zina. 
7. Waktu Pelaksanaan Sanksi Zina 
Di dalam Bida^yatul-Mujtahid, Ibnu Rusyd mengatakan sesuatu 
yang berkenaan dengan waktu penjatuhan hukuman. Jumhur ulama 
sepakat bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan ketika cuaca sangat panas 
42 
 
 
dan sangat dingin. Begitu juga, hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada 
terpidana yang sedang sakit.
45
 
Syukani berkata di dalam kitab al-Bahru dijelaskan bahwa ijma^ 
menetapkan pelaku zina yang masih bujang atau perawan tidak boleh 
didera ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin sampai cuaca kembali 
normal (tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin). Begitu juga pelaku 
zina yang sedang sakit yang masih memiliki harapan untuk sembuh, tidak 
boleh didera hingga dia sembuh. Tetapi, apabila dia sudah tidak memiliki 
harapan untuk sembuh, Hadi dan ulama Syafi‟I berpendapat bahwa dia 
harus dicambuk dengan pelepah kurma yang kecil jika dia dapat menahan 
sakit.  Sementara itu, Nashir dan al-Mu‟ayid Billah berkata, pelaku zina 
yang masih bujang atau perawan tidak boleh didera ketika mereka sakit, 
terlepas dari apakah dia masih memiliki harapan untuk sembuh atau tidak. 
Apabila pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan muhsan yang 
sakit, menurut Atirah, Syafi‟iyah, Hanafiyah dan Malik, hukuman rajam 
tetap tidak boleh ditunda, meski karena ia sakit atau karena sebab yang 
lain. Hal ini karena tujuan rajam adalah memang untuk membunuh pelaku 
zina. Sementara itu perempuan yang hamil tidak boleh dirajam sampai dia 
melahirkan dan menyusui anaknya.
46
 
8. Dampak Perbuatan Zina 
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a. Mengakibatkan penyakit kelamin seperti virus HIV Aids, penyakit 
gonorchoe atau syphilis, merupakan jenis penyakit yang 
mencemaskan. 
b. Perbuatan zina, menjadikan seseorang enggan melakukan pernikahan 
sehingga dampak negatifnya cukup lompleks, baik terhadap kondisi 
mental maupun fisik seseorang. 
c. Keharmonisan hubungan suami istri akan berkurang lantaran salah satu 
pihak, yaitu suami atau istri telah mengadakan hubungan dengan lawan 
jenisnya bukan dengan suami atau istrinya yang sah. 
d. Di negara-negara yang menghormati nilai-nilai kesusilaan, 
masyarakatnya akan mencela seorang wanita hamil tanpa ada suami 
yang sah terutama di Indonesia. Oleh karena itu seorang laki-laki dan 
perempuan yang mengadakan hubungan seksual di luar pernikahan, 
akan berusaha agar tidak menimbulkan kehamilan, terutama pihak 
wanitanya sehingga dia tidak mempunyai keturunan.
47
 
 
B. ‘Urf 
Tradisi atau adat dalam ushul fiqh dikenal dengan „urf. „Urf berasal 
dari kata „arafa, ya‟rifu ( ُفِشْعَ٠ , َفَشَع) yang sering diartikan dengan “al-
ma‟ruf” (فٚشعٌّا) dengan arti “sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik”.48 
Kata „urf juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal 
sehat.
49
 Sedangkan pengertian „urf menurut istilah yaitu sesuatu yang telah 
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dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik 
berupa perkataan maupun perbuatan.
50
 
„Urf sering dipahamai sama dengan kata adat atau kebiasaan. Namun 
bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara 
kedua kata tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab, akar katanya: „ada, 
ya„udu (دٛع٠ ,داع) yang mengandung arti: (ساسشىذ) perulangan. Oleh karena itu 
sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak 
ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat 
dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata „urf pengertiannya tidak melihat dari 
segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa 
perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. 
Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan 
timbulnya dua sebutan yakni „urf dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya 
tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan 
yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang  
banyak.
51
 
Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa „urf dan adat 
memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan. Dengan 
demikian „urf dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang telah dilakukan 
berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh orang banyak baik berupa 
perkataan maupun perbuatan. 
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Adapun macam-macam „urf  dari segi keabsahan terbagi menjadi dua, 
yaitu „urf yang dianggap benar („urf shahih) dan „urf yang dianggap salah 
(„urf fasid): 
1. „Urf  shahih, yaitu suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta 
tidak bertentangan dengan syara‟.52 Dengan maksud lain, tidak mengubah 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, menghalalkan yang 
haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal.
53
 „Urf shahih adalah 
„urf yang harus dipelihara, karena ada kemaslahatan di dalamnya.54  
2.  „Urf  fasid, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya 
bertentangan denagn ajaran Islam, tetapi juga aturan undang-undang dan 
bahkan sopan santun.
55
 „Urf fasid merupakan kebiasaan yang rusak dan 
kebalikan dari „urf sahih sehingga tidak bisa diterima baik dengan nash 
maupun akal.
56
  
Para Ulama sepakat, bahwasanya „urf fasid tidak dapat dijadikan 
landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.
57
 ‟Urf sebagai 
salah satu metode ijtihad, maka seorang mujtahid harus memeliharanya, 
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karena berguna dalam pembentukan hukum, sebagaimana salah satu dari lima 
kaidah asasi (pokok), yaitu: 
 ٌح َّ َّىَح ُِ  ُجَداَعٌا 
Artinya : “Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.”58 
C. Perubahan Hukum Islam  
Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 
terjemahan al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari as-syari‟ah al-
Islamyi.istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. 
Dalam al-Quran maupum al-sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai. 
Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian 
lahir istilah fiqh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai 
pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertin syari‟ah 
dan fiqh.
59
 
Syariat adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa, sedangkan 
fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu 
kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu. Keduanya dapat 
dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikemukakan sebagai upaya 
mengkofirmasikan kembali makna hukum Islam itu sendiri, agar tidak terjadi 
kerancuan dalam melihat hukum Islam, baik sebagai ajaran atau sebagai hasil 
penafsiran, interpretasi, pemikiran para mujtahid. 
Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum Islam itu terdapat dua 
unsur di dalamnya, yaitu unsur hukum al-thabat (tetap) tidak mengalami 
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perubahan, dan unsur tatawwur (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, 
kondisi dan tempat dimana hukum Islam itu diterapkan.
 60 
Sesuai dengan kaidah fiqih yaitu: 
ذِئا َٛ َعٌاٚ ِخَا١ٌَّٕا َٚ  ِيا َٛ َْحلْا َٚ  َِحِٕى ِْ ِلْا َٚ  َِحٕ ِ َْصلْا ِشُّ١ََغذ ِةْغَِحت َاُٙف َِلارْخا َٚ  ٜ َٛ َْرفٌا ُشَّ١ََغذ 
Artinya: “fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, 
tempat keadaan, niat dan adat kebiasaan”61 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perubahan dalam Islam bukan 
dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental, ajaran Islam, 
artinya bahwa perubahan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, 
memodifikasi, ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya 
sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran 
atau interprestasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan 
perkembangan, serta semangat zaman. Terkait dengan ini maka dapat 
dipahami bahwa perubahan merupakan aktualisasi ajaran Islam dalam 
perkembangan sosial.
62
 
Dari beberapa pengertian tentang perubahan tersebut, aspek penting 
yang seharusnya ada dalam setiap upaya perubahan, menurut Bustami 
Muhammad Sa‟id mengandung enam elemen yaitu: 
1. Perubahan adalah upaya menghidupkan ajaran agama, menyebarkannya, 
dan mengembalikannya kepada bentuk aslinya pada masa awal Islam. 
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2. Perubahan juga mencakup upaya pemeliharaan teks-teks suci keagamaan 
yang benar dan otentik agar terhindar dari intervensi manusia. 
3. Perubahan harus diimbangi dengan suatu metode yang benar dalam 
memahami teks-teks suci dan pemahaman ini dapat di telusuri melalui 
komentar-komentar yang telah dilakukan oleh aliran pikiran sunni. 
4. Tujuan penting perubahan yaitu menjadikan hukum Islam sebagai aturan 
bagi berbagai aspek kehidupan, sehingga sesuatu yang salah dapat 
diperbaiki dan yang kurang dapat disempurnakan. 
5. Tujuan diatas dapat terpenuhi dengan melakukan upaya ijtihad, sehingga 
hukum Islam dapat menjawab segala permasalahan yang muncul dalam 
masyarakat. 
6. Aspek penting dalam perubahan yaitu upaya membedakan hukum Islam 
yang sebenarnya dengan yang tidak, baik hal tersebut dari Islam sendiri 
maupun pengaruh dari luar.
63
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan 
skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa 
Merangin Kecamtan Kuok banyak menimbulkan dampak negatif yaitu: 
pergaulan bebas remaja dengan lawan jenis yang sudah tidak terarah, 
selalu terjadinya kasus perzinaan ghairu muhsan dari tahun ke tahun, 
pelajar SMP, SMA yang sudah mahir dalam berpacaran, orang tua dan 
ninik mamak sudah tidak dihargai lagi oleh kaum remaja. 
2. Respon masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok lebih menyetujui 
sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan arak-arak keliling 
kampung, denda satu ekor kambing, cukur rambut sampai botak kemudian 
di usir dari kampung atau sanksi hukum sebelum terjadinya perubahan 
sanksi hukum dari pada sanksi hukum setelah perubahan sanksi hukum 
yaitu hanya denda satu ekor kambing bagi pelaku zina ghairu muhsan laki-
laki kemudian dinikahkan. 
3. Dalam pandangan hukum Islam perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina 
ghairu muhsan yang diakibatkan oleh hukum positif sangat bertolak 
belakang dengan hukum adat Limokoto dan hukum Islam di Desa 
Merangin Kecamatan Kuok merupakan ‘urf fasid yaitu ‘urf yang tidak 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’ (al-qur’an dan hadits) dan juga 
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termasuk hukum yang tidak bisa dirubah hukum al-thabat (tetap) yaitu 
hukum yang tidak boleh mengalami perubahan. 
B. Saran   
1. Diharapkan kepada orag tua di Desa Merangin Kecamatan Kuok agar 
lebih mengawasi para remaja agar terhindar dari hal-hal yang tidak 
diinginkan. 
2. Diharapkan kepada ninik mamak di Desa Merangin Kecamatan Kuok 
harus memberikan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan dengan 
denda yang berat agar memberikan efek jera atau dikembalikan sanksinya 
kepada Al-Quran dan Hadis. 
3. Diharapkan kepada Negara Indonesia untuk menerapkan Hukum Islam di 
Indonesia terutama dalam hal sanksi hokum bagi pelaku zina. 
4. Diharapkan kepada lembaga UIN Suska dapat mengarahkan mahasiswa 
agar lebih banyak meneliti tentang sanksi hukum yang berlaku dalam 
masyarakat agar dapat mengetahui sanksi hukum yang tidak sesuai dan 
sesuai dengan hukum Islam.  
Diharapkan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang lagi agar 
mendapatkan pemahaman. 
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Pedoman Angket / Kuesioner 
Nama Responden : 
Tempat tanggal lahir : 
“DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA 
GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK 
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 
1. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa 
Merangin Kecamatan Kuok sebelum terjadinya perubahan 
No Bentuk Sanksi Ya Tidak 
1 Arak-arak keliling kampung   
2 Denda satu ekor kambing    
3 Cukur rambut sampai botak   
4 Dinikahkan    
5 Diusir selama satu tahun   
 
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan di Desa 
Merangin Kecamatan Kuok setelah terjadinya perubahan 
No Bentuk Sanksi Ya Tidak 
1 Arak-arak keliling kampung   
2 Denda satu ekor kambing    
3 Cukur rambut sampai botak   
4 Dinikahkan    
5 Dimusyawarahkan dalam suatu ruangan   
6 Diusir dari kampung selama satu tahun   
 
 
 
3. Ssetujukah Bapak/Ibu dengan adanya perubahan sanksi hukum bagi 
pelaku zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok? 
a. Setuju 
b. Tidak setuju 
 
4. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan sanksi hukum sebelum perubahan bagi 
pelaku zina ghairu muhsan diterapkan kembali di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok? 
a. Setuju 
b. Tidak setuju 
 
5.   Bagaimanakah keadaan pemuda-pemudi saat sekrang ini di Desa 
Merangin Kecamatan Kuok setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku 
zina ghairu muhsan ? 
a. Pergaulann dengan lawan jenis mulai bebas 
b. Pergaulan dengan lawan jenis sudah tidak bebas 
 
6. Bagaimana dengan kondisi kasus zina ghairu muhsan di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok setelah terjadinya perubahan sanksi hukum bagi pelaku 
zina ghairu muhsani? 
a. Zina ghairu muhsan selalu terjadi 
b. Zina ghairu muhsan jarang terjadi 
 
7. Kenapa banyak sekali dijumpai di Desa Merangin Kecamatan Kuok para 
pelajar SMP, SMA yang sudah mahir berpacaran? 
a. Ringannya sanksi hukum  
b. Kerasnya sanksi hukum  
 
8. Apakah pada saat sekarang ini Ninik Mamak atau orang tua masih di 
hargai oleh kaum muda-mudi setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku 
zina ghairu muhsan  di Desa Merangin Kecamatan Kuok? 
a. Masih dihargai 
b. Sudah tidak dihargai 
 
9. Setujuhkah Bapak/ibu setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina 
ghairu muhsan membawa pengaruh buruk bagi masyarakat Desa 
Merangin Kecamatan Kuok? 
a. Setuju 
b. Tidak setuju 
10. Dampak apa yang ditimbulkan kepada masyarakat setelah perubahan 
sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan  di Desa Merangin 
Kecamatan Kuok? 
a. Dampak negatif 
b. Dampak positif 
Pedoman Wawancara 
“DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA 
GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK 
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 
1. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan yang pernah 
diterapkan di Desa Merangin Kecamatan Kuok? 
2. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sanksi hukum bagi 
pelaku zina ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok? 
3. Sebelum terjadinya perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu 
muhsan bagaimana kondisi remaja pada waktu itu? 
4. Apakah pada waktu ketika diberlakukannya sanksi hukum diarak-arak 
keliling kampung bagi pelaku zina ghairu muhsan banyak sekali dijumpai 
kasus zina ghairu muhsan? 
5. Bagaimana kondisi remaja pada saat sekarang ini ketika sanksi hukum 
bagi pelaku zina ghairu muhsan itu sudah mulai ringan? 
6. Apakah pada saat sekarang ini sering terjadi kasus zina ghairu muhsan 
karena ringannya sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan? 
7. Apakah remaja SMP, SMA yang sudah mahir berpacaran pada saat 
sekarang ini dikarenakan perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu 
muhsan? 
8. Lalu bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap perubahan sanksi hukum bagi 
pelaku zina ghairu muhsan ini? 
9. Apakah kembali diberlakukannya sanksi diarak-arak keliling kampung, 
atau bagaimana? 
10. Apa upaya yang telah Bapak/Ibu lakukan untuk pencegahan kasus zina 
ghairu muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok? 
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